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AKP-Anom Danujaya

Dua Kasus
Per Tahun

APARAT Reskrim Polres Gianvar kini
makin ggnca! menyoroti kasus korupsi yang
lg4adi di wilayah hukum Polres Gianyai.
Hingga JuIi 2015, sudah ada tiga berkas kasus
korupsi yang kini dalam prosei penyelidikan.
'T(alau sekarang karni sedang menyelidiki tiga
dugaan kasus korupsi yang sudah terjadi di Gi
anyar," ungkap Kasat Reskrim'Polres Gianyar
AKP Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Jumat
(10/? kemarin.

Namun mantan Kasat Reskrim Polres
Karangasem ini belum mau membeberkan
secara rinci ketiga kasus tersebut, lantaran
masih menunggu hasil audit.dari BPK untuk
memastikan jumlah keruglan. "Ini masih pe-
nyelidikan, kami juga masih mengnggu hasil
dari tim audit, untuk membuktikan kerusian
sehingga nanti dapat memastikan tersangta,"
ucapnya.

AKP Anom Danujaya menambahkan, jaja-
rannya kini akan mempercepat penanganan
kasus korupsi, terlebih Polda BaIi sudah me-
nargetkan bahwa setiap Polres harus menun-
taskan minimal dua kasus korupsi per tahun-
nya. "lJntuk mempercep€it gerakan, beberapa
waktu lalu kami juga menandatangani MoU
dengan sejumlah ISM dan MIJDP, untuk turut
serta menyoroti dan melaporkan bi.la menemu-
kan adanya indikasi korupsi." katanya.

Dikatakannya, hingga Juli 2015 unit
Tipikor Satreskrim Polres Gianyar sudah
menetapkan P21 untuk satu kasus korupsi.
Selain itu satu berkas kasus korupsi juga
sudah memasuki proses penyidikan. "Selain
ada yang sudah di P21, ada juga kasus yang
sudah masuk dalam proses penyidikan dan
berkasnya sudah diserahkan ke Kejaksaan
Negeri Gianyar," ujarnya. (nik)
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Tersangka Kasus Und iksha Aiukan

lenangguhan Penahanan

DENPASAR, NusaBali
Pasca dijebloskan ke Lapas Kelas

IIA, Kerobokan,Kuta Utara, Badung,
satu tersangka dugaan korupsi
mark up lahan Universitas Ganesha
(Undiksha) Singaraja yaitu I Wayan
Suarsa langsung melayangkan surat
penangguhan penahanan pada Jumat
(10 /7).

Surat penangguhan penahanan
tersebut dibawa langsung kuasa
hukum Suarsa, Andrias Manalu
ke Kejati Bali pada Jumat (70/7)
siang. Surat permohonan penang-
guhan penahanan dengan nomor
007/ASM&P /Vtl / 2075 langsung
diserahkan ke penyidik. "Sudah saya
serahkan surat penangguhan pena-
hanannya," tegas Andrias, kemarin.

Dijelaskannya, dalam surat terse-
but, kliennya yang bernama I Wayan
Suarsa, 51, beralamat di falan.Pulau
Menjangan, Gang Jelantik, Kelurahan
Banyuning, Buleleng mengajukan
permohonan penangguhan penah-
anan atau pengalihan jenis tahanan.
Beberapa pertimbangan diajukan
dalam permohonan ini. Dianta-
ranya, Pasal 31 KUHP atas permina-
taan tersangka, terdakwa, penyidik,
penuntut umum atau hakim dengan
kewenangannya masing-masing
dapat menangguhkan penahanan,
berdasarkan syarat yang ditentu-

kan oleh yang berwenang. Selain
itu, tersangka adalah kepala rumah
tangga yang sangat dibutuhkan oleh
istri dan anaknya. "Tidak ada kekha-
watiran tersangka akan melarikan
diri, menyulitkan pemeriksaan atau
melakukan tindak pidana lain," be-
bernya.

Selain kuasa hukum, istri Suarsa

yaitu Ni Xetut Rsmini, 49,;uga siap
menjadi penjamin penangguhan
penahanan ini. "Kami berharap per-
mohonan penangguhan penahanan
ini bisa dikabulkan. Kami juga siap
sebagai penjamin dan bertanggung
jawab tersangka dapat dihadirkan,
dihadapkan, tidak akan menyulitkan
pemeriksaan, tidak akan melarikan

I Wayan Suarsa (tengah) digiring petugas Kejaksaan untukjalanfpenahanan, Kamia.lg/7).
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diri sendiri serta mentaati aturan,,,
pungkas Andris.
_. _ 

Seperti diberitakan sebelumnya, I
Wayan Suarsa akhirnya ditahan-pe-
nyidik- Kejaksaan Tinggi (Kejari) Iiali
pada Kamis (9 / 7). SelalnSuarsa, satu
tersangka lainnya yaitu t Nyoman
Mustiara ditunda penahanannva
karena masih berada di luar kota. Se_
Iain dua tersangka ini, penyidik juga
sudah menetapkan tiga tersang[a
lainnya. Yaitu, Nengah Nawa (Kep"ala

=ue;a/.i.n9ne 
Datem), Sri putu-sugiri-

nata IKabag perencanaan Undikiha)
oan 

J -Orya- Komang Indra fmakelaitanah]. Dalam kasus ini, keiima ter-
sangka melakukan persekongkolan
untuk mark up harga tanah-untuk
pengadaan lahan Fakultas Olahraga
dan Ke_sehatan (FOK) Undik;;;?;
,Jleng-Dalem seluas 3,7 hektare pada
2010 Ialu. Dalam aksinya, teilma
tersangka melakukan rn"it up i,"ini
l"n"lr {3t harga Rp 6,5 juta;"i;;
menJadi Rp 18 juta per are.

_..ll,f"hny" lag.i, tanah yang di_gu.nakan untuk kampus tjndiisha
rnl,.baru dikuasakan menjual oleh*,uf,.m" tersangka. Lalu tanah iniaKnlrnya dilunasi setelah alokasi
1i-"r Iq 7.miliar untut fun!"-J"lnranan ini cair. Dari perhitungai inilah
aoa kerugian negaia mencipai Rp 3miliar. 6 rez
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PT Denpasar Kuatkan
Putus a_n Pengadilan Tipikor

* Terkait Banding Kasus RpH Temesi Gianyar
diajukan. Dalam tuntutan,
eks Sekda Asmara dituntut
1,5 tahun penjara ditambah
denda Rp 50 jtrta subsider 2
bulan penjara. Sementara eks
Kadisnak, IB Raka dituntut 4
tahun penjara ditambah denda
Rp 100 juta subsider 2 bulan
penjara ditambah mengem-
balikan kerugian negara Rp
42 juta.

Namun dalam putusannya,
majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar pimpinan
Early Sulistyorini meniatuh-
kan vonis jauh dibawah tuntu-
tan. Dalam amar putusannya,
Asmara divonis satu tahun
dan IB Raka divonis 1 tahun
tanpa pengembalian kerugian
negara. Nah, vonis IB Raka
inilah yang akhirnya menjadi
pertimbangan JPU melakukan
banding dalam kasus ini.

Seperti diketahui, kasus
ini berawal dari pengadaan
lahan untuk pembangunan
RPH di Temesi, Gianyar pada
2002. Dalam pengadaan ini,
dianggarkan Rp 3 miliar untuk
membebaskan 299 are lahan
untuk RPH. Namun kenyata-
annya, lahan yang dibebiskan
hanya247,LS are dengan dana
sekitar Rp 2,46 miliar.

Dengan perhitungan terse-
but, ada selisih kelebihan
pembayaran Rp 486 juta.
Selain menetapkan AA Rai As-
mara fmantan Sekda Gianyar
dan Ketua Panitia Pengadaan
Lahan) dan IB Raka (mantan
Kadis Peternakan dan Sek-
retaris Pengadaan LahanJ
sebagai tersangka, makelar
tanah, Kadek Aristana juga
ikut menjadi pesakitan dalam
kasus ini. 6 rez

. DOKNUSAEALI
AA Rai Asmara dan lB Raka saat jalani sidang, beberapa waktu lalu.

DENPASAR, NusaBali
Banding faksa Penuntut

Umum (f PUJ terhadap vonis
dua terpidana kasus dugaan
korupsi pengadaan tanah
Rumah Potong Hewan (RPHJ
Temesi, Gianyar masing-ma-
sing AA Rai Asmara fmantan
Sekda GianyarJ dan IB Raka
(mantan Kadis Peternakan)
tidak membuahkan hasil. Pas-
alnya Pengadilan Tinggi (PTJ
Denpasar dalam putusannya
menguatkan putusan Penga-
dilan Tipikor Denpasar sebe-
lumnya yang memvonis kedua
terdakwa selama l tahun
tanpa uang pengganti.

Hal ini diungkapkan Kasip-
idsus Kejari Gianyar, Herdian
Rahardi pada Selasa (7 /7)
lalu. Ia mengatakan sudah
menerima pemberitahuan
dari PT Denpasar terkait pu-

'tusan banding yang diajukan

JPU. Dalam pemberitahuan
tersebut, PT Denpasar men-
guatkan putusan sebelumnya.
"Jadi vonisnya tetap 1 tahun
tanpa uang pengganti," jelas-
nya.

Ditanya apakah akan
melakukan kasasi ke Mah-
kamah Agung (MAl, Herd-
ian mengatakan masih akan
melakukan koordinasi dengan
atasannya. Namun Herdian
mengirim sinyal tidak akan
menempuh jalur kasasi karena
menurutnya putusan PT Den-
pasar sudah tepat.

"Memang keduanya tidak
pernah menerima keuntungan
apapun. Tapi kami tetap akan
koordinasikan dulu apakah
akan kasasi atau tidak," pung-
kasnya. Seperti diketahui,
banding yang dilakukan fPU
ini karena vonis yang dijatuh-
kan jauh dari tuntutan yang
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Sidang Dugaan KorupsiDermaga Gunaksa ,

Saksi Merin

TEBDAKWA Tim 9 jatani persidansan di pens"airun ripiLor' ounp"lsli,"iliil'l"jl,

DENPASA& NusaBali

^ Sidangdugaan korupsi Dermaga
uunaKsa, ruunglrung dengan ter-
dakwa Tim 9 (Panitia Penmdaan
Tanah) ditundJr unruk selaiiutnva
dilakul€n penuntutan oleh laGa
Penuntut Umum IJPUI. Pasaln}?,
dalam sidang yang dilelar lGriris
(9/7) dan lumat [10/7J, kuasa
hulqrm kesembilan terdakwa batal
menghadirkan sal$i meringankarl
Hal ini ditesaskan kuasa hukum
Tim 9, Simin Nahak ilkk yane
mengatakan batat menqhdirkai
sax$ mennga ian karena beberaDa
alasan Diantaranya,semua ktienrlra
yang merupakan anggota Tim 9
yaitu I lchrt JaMpria (Selaetaris
Daerah sebagai ketua pengadaan
tanah), Msagung Masti;i I antan
Kepala BPN Klungkung sebagai

anggota) Made I
asisten I Pehkab
agai anggota], AA Ngr
fKadis Pekerja Umum
sebagai anggota
(KadisDKP
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